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1| Kedudukan Mahkamah Konstitusi
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Karakter Mahkamah Konstitusi

Mendes, menyatakan terdapat 5 (lima) karakter yang dimiliki oleh 

Mahkamah Konstitusi

1. VETO FORCE

2. GUARDIAN OF CONSTITUTION

3. PUBLIC REASONER: Mahkamah Konstitusi diharapkan menjadi 

“forum of principal”. Artinya, sebagai sarana dipertemukannya 

perdebatan-perdebatan prinsip yang menjadi argumentasi dari 

setiap pihak yang berperkara.

4. INSTITUSIONAL INTERLOKUTOR: Mahkamah Konstitusi sebagai 

institusi yang mampu menjadi Lawan bicara. Proses pengujian itu 

sejatinya merupakan obrolan panjang antara kekuasaan legislatif 

dan publik.

5. DELIBERATOR: Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang 

melakukan musyawarah “courts are special deliberative forums”. 

denny@integritylawfirms.com
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Conrado Hubner Mendes, Constitutional Courts and Deliberative
Democracy, Oxford Constitutional Theory, United Kingdom: 
Oxford University Press, 2013, hlm. 85-99.  



Kewenangan dan 

Kewajiban Mahkamah

Konstitusi

Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD NRI 

1945
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Dasar Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi

Hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini memuat 
aturan umum beracara di muka Mahkamah Konstitusi dan 
aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing 

perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah 
Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara 

menurut Undang-Undang ini. 

denny@integritylawfirms.com

Lihat: Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi
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Asas- Asas Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi

1. Ius Curia Novit;

2. Persidangan terbuka untuk umum;

3. Independensi dan imparsial;

4. Peradilan Cepat, sederhana, dan biaya ringan;

5. Hak untuk didenger secara seimbang (audi et alteram partem);

6. Hakim aktif dalam persidangan; dan 

7. Asas praduga keabsahan (presumtio iustae causa). 

denny@integritylawfirms.com
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2| Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

8



9

Kehadiran Peraturan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi merupakan
aturan khusus beracara di Mahkamah Konstitusi
sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara 
yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

denny@integritylawfirms.com

Lihat: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Regulation&id=3&pages=1&menu=6&status=2

Terdapat beberapa perkembangan ketentuan beracara
di Mahkamah Konstitusi baik yang lahir dari Putusan
Mahkamah Konstitusi maupun dari Peraturan
Mahkamah Konstitusi. 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Regulation&id=3&pages=1&menu=6&status=2
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SEPERTI KEWENANGAN PENGUJIAN 
UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI 

1945

denny@integritylawfirms.com

Selain memberikan putusan yang bersifat self-executing, yaitu
Putusan yang menyatakan konstitusional atau tidaknya suatu
norma, MK jga acapkali memberikan Putusan yang bersifat non-
self-executing. Artinya, pelaksanaan putusan tersebut
membutuhkan tindak lanjut hukum tertentu yang dilakukan oleh 
pelaksana putusan (addresat) baik melalui proses legislasi
maupun regulasi. 

Setidaknya terdapat 4 (empat) sifat Putusan MK yang berisaft non-
self executing tersebut, antara lain: (1) Putusan Konstitusional
Bersyarat (Conditionally Constitutional), (2) Putusan
Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional), (3) 
Putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (Limited 
Constitutional), dan (4) putusan yang merumuskan norma baru.

Lihat: Syukri Asy‟ari, dkk,  Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

(Studi Putusan Tahun 2003-2012), Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi

dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, hlm. 25.
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Penggunaan Legal Standing 
Dalam Pengujian Undang-

Undang

Selain menggunakan kualifikasi yang terdapat pada Pasal 51 UU MK,

digunakan pula lima syarat tambahan untuk menilai kerugian konstitusional

pemohon berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, antara lain:

a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon

telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

c. bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau

setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat

dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causaal verband) antara kerugian dan

berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka

kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, hlm. 16.
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Kelima syarat tersebut, kemudian 
dikuatkan melalui Putusan MK Nomor 
11/PUU-V/2007 dengan menegaskan 
bahwa kelima syarat tersebut bersifat 

KUMULATIF. 

denny@integritylawfirms.com
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MK Mengembangkan Syarat 
Khusus Legal Standing

Pengujian Formil

Menurut MK, untuk menilai 
kualifikasi legal standing pada 
perkara pengujian formil undang-
undang, yaitu bahwa pemohon harus 
memiliki “hubungan pertautan yang 
langsung” dengan undang-undang 
yang dimohonkan.

Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, hlm. 60-63
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3 Ukuran Menilai 
Hubungan Pertautan 

Langsung

denny@integritylawfirms.com

Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, hlm. 60-63. Lihat pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 

379.

Pada pengujian formil kerugian konstitusional Pemohon harus 
dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil 
rakyat sebagai fiduciary duty. Artinya, kewajiban tersebut harus 
dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam 
hubungan mandat yang tidak terputus dengan dipilih dan 
dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. 

Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga 
yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang 
menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi 
ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas 
yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab.

Menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara 
fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-
keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau 
kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan 
yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan.

1 3

2



oleh UUD 1945 memberikan

•

•

•

•

•

rakyat.

Akan tetapi, MK juga melakukan penyimpangan
terhadap syarat legal standing uji formil tersebut, 
sehingga membuat kualifikasi tersebut tidak rigid. 

Padahal syarat “hubungan pertautan langsung” yang 
lahir dari Putusan MK dibuat sebagai bagian dari hukum

acara yang harus ditaati. 

15
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No Putusan MK
1 140/PUU-VII/2009
2 43/PUU-X/2012
3 45/PUU-X/2012

4 54/PUU-X/2012
5 73/PUU-XII/2014

6 79/PUU-XII/2014

7 15/PUU-XIII/2015

8 46/PUU-XIII/2015

9 51/PUU-XIII/2015

10 64/PUU-XVI/2018

Sepanjang tahun 2003-2022, terdapat 10 perkara pengujian formil, dimana MK tidak sama sekali 
memberikan pertimbangan terhadap syarat ”hubungan pertautan langsung” dalam pemeberian legal 
standing.

Data ilmiah diolah langsung oleh narasumber, 
2022.



Khusus Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, MK Juga Menambahkan Syarat
Tertentu Dalam Memberikan Legal Standing. 

16
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Umumnya dilihat dari 2 (dua) syarat utama yaitu:

Pertama, keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-
undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan
nilai-nilai yang dianggap ideal.

Kedua, substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan
dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang
bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas.

Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
V/2007, Pertimbangan Hukum Bagian [3.15.4], hlm. 166.



17

MK juga menegaskan bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum

adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual

existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang

bersifat fungsional setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur:

a. adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan

kelompok (in-group feeling);

b. adanya pranata pemerintahan adat;

c. adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan

d. adanya perangkat norma hukum adat; dan

e. adanya wilayah tertentu.

denny@integritylawfirms.com

Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, Pertimbangan Hukum Bagian [3.15.4], hlm.
166.
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Ketentuan mengenai jangka waktu ini lahir akibat Putusan MK 
Nomor 27/PUU-VII/2009 yang memberikan batasan baru terhadap 
jangka waktu melakukan pengujian formil, yaitu 45 (empat puluh 
lima) hari sejak undang-undang terkait dimuat dalam Lembaran 
Negara. Pembatasan jangka waktu tersebut dinilai penting oleh MK 
karena untuk memberikan kepastian hukum, sebuah Undang-
Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah 
dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan 
menyebabkan undang-undang menjadi batal sejak awal. 

denny@integritylawfirms.com

Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Pertimbangan Hukum Bagian [3.34], hlm. 92.

Jangka Waktu 
Pengujian Formil

Lihat: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18241

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18241


3| Perlunya Kodifikasi Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi

19
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2 (Dua) Asas Penting 
Pembentukan 

Peraturan Perundang-
Undangan

denny@integritylawfirms.com

Lihat: Luc J. Wintgens, Legisprudence: Practical Reason in Legislation, England: Ashgate, 2012, hlm. 5. 

1.Principle of alternatively. Pembentukan suatu undang-
undang harus menjadi alternatif dalam menyelesaikan
permasalahan.

2.Principle of necessity. Pembentukan suatu undang-undang
harus menjadi kebutuhan yang nyata.
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Kehadiran berbagai 
Peraturan 

Mahkamah 
Konstitusi menjadi 

dasar beracara di MK 
dalam menjalankan 

kewenangannya.

Lihat: Peraturan Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Regulation&id=3&pages=2&menu=6&status=2

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Regulation&id=3&pages=2&menu=6&status=2
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Kehadiran berbagai 
Peraturan 

Mahkamah 
Konstitusi sebagai 

dasar beracara di MK 
harus tersusun 
secara logis dan 

sistematis 

Lihat: Peraturan Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Regulation&id=3&pages=2&menu=6&status=2

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Regulation&id=3&pages=2&menu=6&status=2


denny@integritylawfirms.com 23

Menurut Black Law Dictionary 9th Edition, codification atau kodifikasi 
hukum adalah:

“The process of compiling, arranging, and systematizing the laws of a 
given jurisdiction, or of a discrete branch of the law into an ordered
code.

Kodifikasi hukum dimaknai sebagai proses menyusun, mengatur, dan 
mensitemasisasikan beberapa ketentuan hukum. 

Konsep Kodifikasi 
Hukum
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Tujuan Utama Kodifikasi Hukum

“Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu rechtseenheid (kesatuan 
hukum) dan suatu rechts-zakerheid (kepastian hukum) dengan membuat kumpulan 
peraturan-undangan  menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, 

serasi, dan pasti.”

denny@integritylawfirms.com

Lihat: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1991, hlm. 92.
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Kodifikasi Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi Dapat Meliputi Bidang: 

1. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945;
2. Hukum Acara Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional

Lembaga Negara;
3. Hukum Acara Pembubaran Partai Politik;
4. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu: Pilpres, Pileg, Pilkada

Gubernur, Bupati/Wali Kota; dan 
5. Hukum Acara Memutus Pendapat DPR dalam Proses 

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya.

denny@integritylawfirms.com



oleh UUD 1945 memberikan

•

•

•

•

•

rakyat.

Peraturan MK Yang Ada Saat Ini Terlalu
Dinamis

26
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• Dengan demikian, MK dapat leluasa melakukan berbagai
perubahan. 

• Kondisi tersebut tidak cukup baik untuk perkembagan
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

• Seperti, setiap tahun Pemilu: Pilpres, Pileg, Pilkada
Gubernur, Bupati/Wali Kota, selalu muncul Peraturan MK 
baru untuk mengatur proses beracara sengketa Pemilu
tersebut.

• Fakta tersebut memperlihatkan tidak terdapat konsistensi
dalam pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
dan rentan akan penyalahgunaan kepentingan oleh pihak
tertentu.

2013

2014-2015

2016-2017



oleh UUD 1945 memberikan

•

•

•

•

•

rakyat.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tersebar
Secara Sporadis

27
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• Saat ini, berbagai ketentuan beracara di MK diatur
oleh Peraturan MK secara sendiri-sendiri sesuai
dengan objek sengketa, bahkan sangat banyaknya
perubahan atas Peraturan MK terkait.

• Oleh sebab itu, kodifikasi perlu dilakukan untuk
setiap objek sengketa dengan memperhatikan
kekhususan setiap perkara mulai dari kewenangan
MK, legal standing, Permohonan, Pembutian, 
Pemeriksaan sampai kepada Putusan.

• Kodifikasi tersebut akan memudahkan pemahaman
masyarakat luas, termasuk pihak yang berpekara
terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Lihat: Peraturan Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam:
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Regulation&id=3&pages=2&menu=6&status=2

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Regulation&id=3&pages=2&menu=6&status=2
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ALAT BUKTI PADA SENGKETA PILPRES TIDAK SESUAI ASAS 
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

• Pada sengketa Pilpres 2019 para pihak diminta untuk 
memberikan alat bukti surat sebanyak 7 rangkap.

• Tidak efisien, tidak efektif, dan tidak urgen untuk melampirkan 
7 rangkap alat bukti;

• Saat sengketa Pilpres 2019, bukti yang diajukan bahkan sampai 
3 truk;

• Seharusnya tidak perlu 7 rangkap. Cukup 1 rangkap fisik dan 
selebihnya disampaikan secara elektronik.

• Pada PMK 17/2009 (pasal 19 ayat (3)) = 12 rangkap
• Pada PMK 4/2018 = Tidak diatur mengenai jumlah rangkap.

• Penting untuk mengatur terkait ketentuan pembuktian dan 
jumlah rangkap alat bukti di dalam UU Hukum Acara MK.
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LEGAL STANDING DITERIMA – NAMUN DITOLAK TANPA 
PEMERIKSAAN

• Tidak adanya hukum acara dalam bentuk UU mengenai tata 
Hukum acara, menjadikan MK sewaktu-waktu dapat 
melakukan tindakan secara sepihak;

• Gugatan Presidential Threshold yang diajukan oleh PBB melalui 
Kuasa Hukum INTEGRITY, dinyatakan diterima Legal 
Standingnya namun tiba-tiba ditolak tanpa adanya kesempatan 
mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi dan para ahli;

• Terdapat nuansa Hakim MK dapat menyimpangi PMK sendiri, 
karena PMK yang dibuat oleh MK sendiri mestinya 
memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk 
membuktikan lebih lanjut argumentasinya.



“KITA semua sudah memahami
betapa muramnya dunia hukum di 

Republik ini akibat kasus Akil Mochtar, 
mantan ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) yang mempermainkan begitu

banyak kasus dengan tujuan
mendapatkan uang” 

30

Belajar dari Kasus Akil Mochtar

Apa sebenarnya akar dari

permasalahan tersebut?

Tahapan penanganan perkara dalam PMK 

nomor 2 Tahun 2021

Batas waktu dari Pelaksanaan RPH mengenai

pembahasan perkara, hingga kepada Pengucapan

Putusan tidak diatur secara jelas dalam PMK Nomor 2 

Tahun 2021

denny@integritylawfirms.com
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Tidak diaturnya secara rigid dan jelas, perihal batas waktu
maksimal Pelaksanaan RPH mengenai pembahasan perkara, 

hingga kepada pengucapan putusan, cenderung dijadikan oleh 
para oknum sebagai arena untuk “berdagang” . 

Kasus Akil Mochtar misalnya, ketika menangani belasan
sengketa Pilkada. Akil dengan sengaja bermain untuk

memperjualbelikan Putusan, padahal diketahui Putusan
tersebut sudah ada. Namun, karena terdapat jarak waktu yang 
tidak jelas sebagaimana yang telah disinggung di atas, maka

kondisi ini yang dimanfaatkan oleh para oknum menjadi tempat
“berdagang”

denny@integritylawfirms.com
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PERBANDINGAN NEGARA

(AFRIKA SELATAN)

Constitutional Court South 
Africa, mempunyai satu
undang-undang sebagai

dasar beracara di 
Constitutional Court yaitu: 

Constitutional Court Rules, 
2003 - GN R1675/2003

denny@integritylawfirms.com
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KESIMPULAN

denny@integritylawfirms.com

1. Pembentukan Undang-Undang tentang Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan
dasar dan panduan secara pasti terhadap proses
beracara di MK dalam melaksanakan kewenangannya,
agar dapat mengikat secara utuh baik terhadap Hakim
Konstitusi maupun terhadap pihak yang berpekara.

2. Pembentukan Undang-Undang tentang Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan melalui kodifikasi
hukum, baik terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi
yang mengatur tata cara beracara di Mahkamah
Konstitusi sesuai dengan kewenangannya, maupun yang
berkembang dari yurisprudensi Putusan Mahkamah
Konstitusi.
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SARAN

denny@integritylawfirms.com

Pembentukan Undang-Undang tentang Hukum
Acara Mahkamah Konstusi harus dilakukan
secara tepat, cermat, dan utuh. Artinya,
pembentukan undang-undang ini harus
mencerminkan perlindungan dan penegakkan
terhadap konstitusi dan terlepas dari benturan
kepentingan lain.
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• INTEGRITY Scholarship
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